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Wisnu Aryo Dewanto
Abstract

Asylum is a shelter granted to people who flee to ancther state due to political or persecution reasons
or other reasans, such as he/she does not obtain protection from his/her cwn country. Asylum is an
individual right protected by internasional law. In relation to the states, where the asylum seekers
seek protection, they are entitled to grant such protection and are not obliged to extradite the asylum
~eekers to their own country. Granting asylum is a form of human rights protection and other states
must respect it.

Abstrak

Suaka merupakan tempat perlindungan yang diberikan kepata orang yang mengungsi ke negara lain
karena adanya alasan politik atau alasan persekusi atau alasan tidak mendapat perlindungan dari
negara asal. Suaka merupakan hak individu yang dilindungi oleh hukum internasional. Berkaitan
dengan negara, tempat pencari suaka berada, memiliki hak penuh untuk memberikan perlindungan
kepada pencari suaka dan tidak wajib menyerahkan pencari suaka tersebut kepada negara asalnya.
Pemberian suaka int merupakan wujud dan perlindungan hak asasi manusia dan negara lain wajib
menghormati.

Kata kunci: Suaka, Hak Asasi Manusia

Beberapa hari belakangan ini,
media massa Indonesia dipenuhi de-
ngan headlines mengenai 43 warga
Papua yang mengajukan suaka politik
kepada Pemerintah Australia. Peme-
rintah Australta tampaknya tidak kebe-
ratan dengan perigajuan suaka ter-
sebut karena terbukti bahwa ke 42
warga Papua tersebut diberikan tem-
porary visa selama 3 tahun untuk
tinggal di wilayah teritorial Australia,
yaitu Christmas Istand. Pemerintah In-
donesia tampaknya tidak senang de-
ngan kebijakan Pemerintah Australia
karena dianggap bahwa Pemerintah
Australia memiliki hidden agenda de-
ngan pemberian suaka tersebut, yang
mana salah satunya adalah mendu-

kung kemerdekaan Papua dari Negara
Kesatuan Republik indonesia. (Joko
Susilo, 2006:4) Ini diwujudkan dengan
dipanggilnya pulang Duta Besar Indo-
nesia untuk Austraiia, Mr. Teuku Mo-
hamad Hamzah Thayeb, dan me-
manggil Duta Besar Australia untuk in-
donesia, Mr. Bill Farmer, untuk me-
nyampaikan nota protes Pemerintah
Indonesia kepada Pemerintah Aus-
tralia.’

' Memanasnya hubungan Indonesia
dengan Australia sebenarnya juga pernah
terjadi pada masa Pemerintahan Presiden
Suharto, dimana calon Duta Besar Indone-
sia untuk Australia, Letjen. H.B.L. Mantiri,
ditofak oleh anggota Parlemen Australia,
karena dianggap ikut bertanggungjawab
atas peristiwa berdarah di Santa Cruz,
Timor Timur {sekarang Timor Leste) pada
Nopember 1991 vyang menewaskan
kurang lebih 56 orang
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